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T, TENTANG
ASILITASI DAN__ ST!MULAS! PERCEPATAN PERTUMBUHAN
EKO‘N@M} DI szA‘v‘AH KABUPATEN SAMPANG

'f-tan_gga! 01 bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas,
urabaya,: yang bertanda tangan di bawah ini :

FANNAN HASIB Lo Bupatl - Sampang  yang  diangkat
”.ﬁ.berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

. 7 ‘Negeri - Republik Indonesia Nomor :
7. 181.35-192 Tanggal 18 Februari Tahun

n4a . \tﬁr\n hearlbradeidiilean rh Il

T .2\1 Bl yean g [T H R T R T (s
. Jamaludin No. 1A, Sampang - Jawa Timur,
- “dalam hal ini bertindak untuk dan atas
S nama Pemerintah Kabupaten Sampang
oo o Provinsis Jawa Timur. Selanjutnya disebut
B .sebacza: P!HAK KESATU

rs H'E'RMAN“HlDAYAT;'SH;;{MM ':' Wakil Kepa!a Badan Pelaksana Badan

.. 'Pengembangan Wilayah Surabaya -
. Madura (BP-BPWS) vyang diangkat
. berdasarkan . Keputusan Presiden
% - Republik  Indonesia Nomor 21/M/2013
.. Tanggal = 18 Februari 2013 dan
- Pli.Kepala “Badan Pelaksana BPWS
liyang ditunjuk berdasarkan Keputusan
- Menteri .~ . PU PR Nomor :
-.:'__.:.:-”f;._19/bPR|N1Mi2015 Tanggai 25 Mei
w0 Tahun 2015 berkedudukan di Jalan
.. Tambak' Wedi Nomor 1 Kenjeran
o -Surabaya, Provinsi Jawa Timur dalam
o hal dini bertindak untuk dan atas nama
o padan - Pelaksana Badan
i Pengembangan Wilayah Surabaya
oo Madura, o Selanjutnya disebut  sebagai
' PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
sepanrat. dan setuju- untuk-menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Kesepakatan
Bersama (KSB) tentang fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi di
w:iayah Kabupaten Sampang, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA
PIHAK mempunyai - kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk
epentmgan ‘bersama serta- dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai’ kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di
galaén pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara dengan ketentuan sebagai
eri ut .

’Banwa uaiam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
kawasan wﬂayah Madura khususnya percepatan pembangunan di wilayah
- Kabupaten - Sampang, perlu dilaksanakan kerjasama antar lembaga yang
;---isahng bersmergl

. :':;_=_=-f35-§/esepul<ata'1 Be{'sa-ma (KBS) ini adalah untuk menciptekan hubungan yang
- sinergis bagi- PARA PIHAK sehingga terwujud peningkatan pembangunan di
\y;!gy_a_h K_abupa_tgn S_ampang khususnya di Madura pada umumnya.

E BAB)
- DASAR HUKUM
Pasal 1

Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran. Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5049); . -

; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran . Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
.+ Nomor 5587); .

.. Peraturan Pemermtah Nomor ‘38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
F’_emenntah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dab Pemerintah
Daerah’ Kabupateanota (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4743);’ '

_,eraturan Pemermtah ‘Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
- Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Nomor 112, Tambahan
'Lembaran Negara Nomor 4761);

5. Peraturan Pemerintah. Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);

6. Pera;uran «Pfesrden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan
Wilayah - Surabaya~Madura ‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
- Presiden Nomor 23 Tahun 2009;

7. P_Eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
- Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;

: ";3--'_,Per.aw1ran Menteri Dalam Negnn Nomor 22 Tahun 2009 fentang Petunjuk
. Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

9. Peraturan ___D_aerah Provinsi* Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

10. Peraturan . Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032;




R

- 11, Peraturan Daerah "'-Kabnipaten’ Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

. Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);

Peraturan Daerah: Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2013 20'18 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 12)

~ BABI
KETENTUAN UMUM
: Pasal 2

alam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Sampang,

(2) Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;

-+(8) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang

). BP-BPWS  adalah Badan Pelaksara Badan Pengembangan Whiayah
Surabaya-Madura

(5) Kepala BP-BPWS adalah Kepala Badan Pelaksana BPWS, berkedudukan di
:;}'Jalan Tambak Wedi No 1, Kenjeran Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

o - BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud-_}fs_Kesepakatan Bersama (KSB) ini adalah sebagai pedoman
Kerjasama fasilitasi dan stamulass percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah
'bupaten Sampang;, © -

_ Tujuan Kesepakatan Bersama (KSB) ini adalah untuk menciptakan
h_ubungan yang sinergis: bagi para PARA PIHAK sehingga akan terwujud
penmgkatan pembangunan di ‘wilayah Kabupaten Sampang dan Madura
. :dengan memanfaatkan potensu dan kewenangan yang dimiliki oleh PARA
*'PIH'AK o

o BABIV
OBYEK DAN RUANG LINGKUP
- ~Pasal 4

: Me{akukan fasﬂntasr dan- s‘umu!as: ‘pengembangan Sumber Daya Manusna
melalui: penmgkatan keteramp:lan dan keahlian;
Penataan dan/atau ‘pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara sesuai
dengan kewenangan PARA PIHAK




BAR V

BENTUK KERJASAMA
- “Pasal 5

A_PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerjasama fasilitasi dan stimulasi
_percepatan pertumbuhan ekonomi di ‘wilayah Kabupaten Sampang yang
;-seian;utnya akan dltuangkan da!am bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) yang

etaksanaan Ieblh lanjut akan dibahas oleh PARA PIHAK;

njtuk ._.memperiancar penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
ebagalmana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PARA PIHAK dapat
fmendeiegas:kan ‘wewenangnya kepada Organisasi Perangkat Daerah atau
Pejabat yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya, agar secara sah
bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK.

Pasal 6

'PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling berfukar data dan informasi
engenaa _iha!-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama
i, yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan
dengan maksud dan tu1uan Kesepakatan Bersama ini;

:PA_RA_ _,E_HAK Wajlb memaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud
pada ayat (1), dan ‘harus ‘'menjamin bahwa para pegawai’karyawannya
'maupun orang- orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua
data, dan informasi tersebut sebagai hal vang bersifat rahasia, serta tidak
_menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu
pihak walaupun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, kecuali dalam rangka
'memenuhl ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan
;yang mempunyal kekuatan hukum tetap.

- 'BABWVI
PELAKSANAAN
- Pasal 7

'"."HAK dafam pe1aksanaannya secara teknis menunjuk masing-masing
__'rgamsam Perangkat Daerah atau lembaga yang membidangi sesuai
_gas _dan fungsmya ' '

P BABVII
o PEMBIAYAAN
- Pasal 8

ga ___biaya yang tambu! sebaga: akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama
i akan'_dlatur da[am Perjanpan Kerja:Sama sesuai dengan ketentuan peraturan




... BAB vl
JANGKA WAKTU
Pasal 9

: _esepakatan Bersama (KSB) ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas)
bulan atau 1 (satu) tahun’ terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat
dlperpanjang masa waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya.
eSepakatan Bersama (KSB) ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
dalam jangka. waktu ‘sebagaimana pada ayat (1) PARA PIHAK tidak
menmdakianjutl Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerjasama
(PKS); e

Berdasarkan InstrukSI Dekr;t Keputusan Ketentuan/Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia atau Keputusan Instansi yang berwenang sehingga
Kesepakatan Bersama ini- tidak -dapat “dilaksanakan atau menjadi tidak sah
menu’rut-:_hukum maka PARA P%HAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan
Bersama |m e

- 'BABIX
PENUTUP

- Pasal 10

Ha! ha 'yang trdak atau’ belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama

(KSB) ni akan diatur: kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan

Kesepakatan Bersama (amandemen) danlatau Kesepakatan Bersama

;Kesepakatan Bersama lﬂl. d:buét dalam 4 (empat) rangkap asli bermaterai
cukup dan mempunyal kekuatan hukum yang sama.

Demtklan Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh
HAK untuk d:pergunakan sebaga:mana mestinya.

1 PIHAK KEDUA R PIHAK KESATU
'BADAN PELAKSANA : ie=BUPATI SAMPANG
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